
SALi NAN· 
KOMIS! INFORMASI PROVINSIJAWA BARAT 

PUTUSAN 
Nomor: 1080/PTSN-MK. MA/Kl-JBR/X/2020 

KOMJSJ INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT 

1. IDENTITAS 

[1.1] Komisi lnformasi Provinsi jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan 
menjatuhkan putusan dalam sengketa lnformasi Publik Nomor Registrasi: 
1850/K-F5/PSI/KI-JBR/V /2020 yang diajukan oleh: 

Na ma 

Ala mat 

Samuel Sammy Abednego, SE 

Gg. Sereh No.206/9 B RT /RW 010/002 Kel. Cibadak Kee. 
Astana Anyar 40241 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

TERHADAP 

Nama 

Ala mat 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor 

JI. Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Ka bu paten Bogor 
jawa Barat 16915 

Yang dalam persidangan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi jawa Barat, 
melalui surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2020 dari Dede Surahman, 
S.H.,M.H selaku Pih. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan 
kuasa kepada: 

1 Nama jamaludin, S.H.,M.H 

jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian 
Pertanahan 

2 Na ma Dahraini, S.H 

Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan 

3 Na ma Liskiman, S.H 

Jabatan Analis Hukum Pertanahan 

4 Nama Zulasma Fajdriyah, S.H 

Jabatan PPNPN 

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. 

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; 

Telah mendengar permohonan Pemohon; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termoh 
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2. DUDUK PERKAR.A 

A. Pendahuluan 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian 
Sengketa lnformasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan 
Komisi lnformasi Provins! Jawa Barat pada tanggal 26 Mei 2020 dengan 
registrasi Sengketa Nomor:1850/K-F5/PSl/Kl-JBR/Y /2020. 

Kronologi 

[2.2] Pada tanggal 13 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Permintaan 
lnformasi Publik kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, 
tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 14 Maret 2020, berupa: 

lnfromasi dan memohon Akta JuaO Beli dengan nomor 34/12/Vl/1973 dan 
nomor 35/12/Vl/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas 
SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan 

[2.3] Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada 
Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Perihal: Surat ke2 
Permohonan lnformasi Publik atas Buktl AJB copy collationne (salinan sah) 
tertanggal 31 Maret 2020, yang diterima pada tanggal 2 April 2020. 

[2.4] Pada tanggal 20 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian 
Sengketa lnformasi kepada Komisi lnformasi Provins! Jawa Barat secara 
langsung. 

[2.5] Pada tanggal 26 Mei 2020 Komis! lnformasi Provins! Jawa Barat mencatat dan 
meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi dengan Nomor 
Register: 1850/K-FS/PSl/Kl-JBR/V /2020 dengan Nomor Akta: 1415/REG­
PSl/V /2020. 

[2.6] Pada tanggal 8 Juli 2020 dilaksanakan sidang Komis! lnformasi Provins! Jawa 
Barat dengan agenda Pemeriksaan Awai di Kantor Komis! llllformasi Provins! 
jawa Ba rat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. 

[2.7] Pada tanggal 8 Juli 2020 dilakukan Medias! ke-1 di Kantor Komis! lnformasi 
Provins! Jawa Barat yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan hasil 
Medias! Belum Selesai. 

[2.8} Pada tanggal 28 Juli 2020 dilakukan Mediasi ke-2 di Kantor Komis! lnformasi 
Provins! Jawa Barat yang hanya dihadiri oleh Pemohon dengan hasil Mediasi 
Gaga I. 

[2.9) Pada tanggal 4 Agustus 2020 dilaksanakan sidang Komis! lnformasi Provins! 
Jawa Barat dengan agenda Sidang Ajudlkasi Pembuktian di Kantor Komisi 
Informasi Provins! Jawa Barat yang dihadirl oleh Pemohon dan Termohon. 

[2.10) Pada tanggal 27 Agustus 2020 dllaksanakan Pemeriksaan Setempat di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. 

(2.11) 
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Alasan Permohonan Penyclcsalan Scngkctfl lnform~rnl PublJk 

[2.12] /\tnsan PPID Tidak mcnanggapl kcbernttin f'crnohun 

Pctitum 

[2.13] Memintn kcpada Komisi lnformasl Provins! Jtiwti Har<it untuk rrJ(; riytlc.~;,,ikMi 
sengketa lnformasl publik scsual dcngan Unclang·Ur1dang t forrwr 14· 'f<1~wn 
2008. 

Alat bukti 

Ketcrangan Pcmohon 

[2.14] Menimbang bahwa di persldangan tanggal 8 Juli WW flemohfln 
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ~f:fJ<i(fli btr1kut 

1. Kronologls sudah sesual. 

[2.15] Menlmbang bahwa di persldangan tanggal 4 Agustus 2020 Pemofum 
menyampalkan keterangan yang pada pokoknya mf:nyatalr.an t:f:bagai berilrJ.Jt: 

1. Pemohon mempunyal dua permohonan scrtifi¥.at pada Tahun 1(;75 d;m 
1993 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor. 

2. Pada tanggal 3 Maret 2020 Pemohon bersurat kepada BPN Kata Di-pok dan 
difasilitasl oleh Menkopolhukam 

3. Pemohon diberitahto bahwa warkah yang dimlliki oleh BPH Y.ota lJl.'J)(,k 
hanya foto copy dan hanya diberikan nomor Akta Jual Bell ~ert.a tang;.t~f 
terjadi transaksi. 

4. Pada arsip BPN Kota Depok tldak ada kwitansi, Akta Jual fMi, Surat 
Keterangan Desa sebagalmana proses permohonan sertifilr.at 

[2.16] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 23 September2020 Pemc,rwn 
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatak.an ge!Jagai heri!r.ut: 

1. Pemohon akan menerima Foto Copy Buku Tanah tersebut, a.52!r..an 
dilegalislr oleh pihak BPN dan dlbuatkan Berita Acara dari pfhak BPH. 

2. Pemohon adalah salah satu cucu dari Alm. Tjang Eng Moy dengan nmni:rr 
girik C.1074. 

3. Pemohon menggarap tanah tersebut sampai dengan Tahun 1993, fou Siti 
Aisyah selaku Lurah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik ah!i 
waris. 

4. Pada Tahun 1974 Tjang Eng Moy meninggal dunia, lr:..epemilflr..an ginl: 
tersebut dilimpahkan kepada salah satu anaknya yaitu Pendeta Susanti. 

5. Pada Tahun 1997 Pendeta Susanti meninggal dunia, hpemlli~ . .zm 
dilimpahkan kepada ayah Pemohon yaitu Abraham Budiman Abednego. 

6. Pada Tahun 1994 Abraham Budiman Abednego meningga1 dunia parla sazt 
tanah tersebut di Dozer oleh PT. Cisadane Perdana 

7. Pemohon pernah berjumpa dengan Bapak Glen selaku kuasa hukum PT. 
Cisadane Perdana, tetapi menghasilkan titik temu. 
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Surat-Surat Pcmohon 

[2.17] Menlmbang bahwa Pemohon mcngajukan buktl surat/tcrtulis scbagal beri.kut: 

Bukll P· 1 Sallnan Surat Pcrmlntaan f nformasi Publlk kcpada Kctua BPJJ 
Kabupatcn Bogor Perihal: Permohonan lnforrnasi bukti AJB Copy 
Collatlonnee (salinan sah) tcrtanggal 13 Maret 2020. 

Bukti P- 2 Sallnan bukti kirim Pos surat Pcrmohonan fnformasi Publi.k 
tanggal 14 Maret 2020. 

Bukti P- 3 Salinan Surat Kcberatan kepada Kctua BPN Kabupatcn Bogor 
Perihal: Surat ke 2 Permohonan lnformasi Publik atas Bukti AJB 
Copy Co/lationnee (salinan sah) tcrtanggal 31 Maret 2020. 

Bukti P- 4 Salinan bukti kirim Pos surat kebcratan tanggal 2 April 2020. 

Bukti P- 5 Salinan Glirlk C No.1074 atas nama Alm. Tjang Eng Moy. 

Bukti P- 6 Salinan Akta Kematian Tjang Eng Moy No. 177 /1974. 

Bukti P- 7 Salinan Keterangan Penolakan Warisan No. 7 / 1975. 

Bukti P- 8 Salinan Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris W. 
Pranamlhardja, S.H No.1/11/1979. 

Bukti P· 9 Salinan Akta Kematian Sausanty Abednego No.234/1987 

Bukti P- 10 Salinan Surat wasiat No. 33 Yang dibuat oleh Notaris Kikit 
Wiranti Sugata, S.H tertanggal 25 Juli 1987. 

Bukti P-11 Salinan Surat Keterangan Hak Waris No.01/1/1990 

Bukti P- 12 Salinan Akta Kematian Abraham Budiman Abednego 
No.317/1994 

Bukti P- 13 Salinan Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris Raden 
Partakoesoema, S.H No.01/KHW /1996. 

Bukti P· 14 Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Sawangan, tertanggal 1 
Agustus 1973. 

Bukti P- 15 Salinan Tanda Bukti Pembayaran IPEDA/PBB atas nama Tjan 
Eng Moy. 

Bukti P-16 Salinan Gambar Situasi No.1475/1975. 

Bukti P- 17 Salinan Bukti Kwitansi pembayaran pengukuran tanah dari sub 
Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tertanggal 1 Agustus 1975. 

Bukti P- 18 Salinan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sawangan, tertanggal 
8 ]uni 1981. 

Bukti P-19 Salinan Surat dari Notaris Ny. Lindasari Bachroem, S.H 
No.356/X/UM/NOT /1993, tertanggal 6 Oktober 1993 

Bukti P- 20 Salinan Gambar Situasi No.6002/1993. 

Bukti P- 21 Salinan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 543/7 /111/93, 

Bukti P- 22 

tertanggal 15 Maret 1993. - -~ 

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Pu~ ;_i1o/?~ 
Pusat No.015/11/KIP-PS-M-A/2013 ~%~'::. ~) ,~~ ~.._ 

I*~~~.-~~ * ~~- ;._ 

~ ~~ ~ 
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Bukti P- 23 Salinan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
No.3749/27-3-600/X/2011 

Bukti P- 24 Sali01an Surat Ombudsman Jakarta Raya 
No.0023/SRT /0257.2018/JKR.49 /1/2019 

Bukti P- 25 Salinan Surat MENKOPOLHUKAM No.B.1010/HK.00.01/04/2020 

Bukti P- 26 Salinan Surat Badan Pertanahan Nasional Ko ta Depok 
No.600.13/180-32. 76/IV /2020 

Btokti P- 27 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Sammy 
Abednego, S.E 

Bukti P-28 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pouw Heni Kuswati. 

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, 
Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Primer 

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh 
informasi publik yang diminta Pemohon. 

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan 
informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. 

2. Subsider 

Memberikan putusan Jain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keterangan Termohon 

[2.19] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 8 Juli 2020 Termohon 
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

1. Termohon hanya menerima surat dari Pemohon tanggal 31Maret2020. 

[2.20] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Termohon 
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

1. Termohon telah menindak lanjuti hasil mediasi tanggal 8 Juli 2020 dengan 
bernota dinas kepada bagian ar:sip pada tanggal 17 Juli 2020. 

2. Berita acara penyerahan arsip dari Kabupaten Bogor kepada Kota Depok 
masih dalam pencarian. 

[2.21] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 23 September 2020 Termohon 
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 31 Agustus 2020, bagian hukum ditugaskan untuk 
berkoordinasi kepada kantor BPN Kota Depok. 

2. Termohon mendapatkan Foto Copy dari data yang dicari yaitu buku tanah 
SHM Nomor 640 dan SHM Nomor 641. 

3. 

4. 
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Surat-Surat Termohon 

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 

Sukti T-1 Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2020. 

Sukti T- 2 Serita Acara Has ii Pemeriksaan Lapangan Norn or. 
365/SA/HHP /Vlll/2020 

Sukti T- 3 Salinan Suku Tanah SHM. 640 dan SHM. 641 

Sukti T-4 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Liskiman, S.H 

Sukti T- S Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulasma 
Fajdriyah, S.H 

Perneriksaan Seternpat 

[2.23] Dalam pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 
bertempat di Kantor Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sogor, Termohon 
memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 

1. Termohon mendapatkan foto copy Suku Tanah Hak Milik Nomor 
640/Sawangan dan 641/Sawangan sebagai dasar penelusuran lebih lanjut 
warkah penerbitan sertiflkat dimaksud. 

2. Warkah Sertiflkat Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan 
tidak ditemukan pada Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sogor. 

3. Termohon mendapatkan foto copy Suku Tanah Hak Milik Nomor 
640/Sawangan dan 641/Sawangan dari Sadan Pertanahan Nasional Kota 
Depok. 

3. KESIMPULAN PARA PIHAK 

Kesimpulan Pemohon 

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 8 Oktober 
2020sebagaiberikut 

I. Pendahuluan 

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan Dasar 
Hukum, Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan dalam menjalankan dan 
mengemban tugas-tugas negara. Sehingga di Indonesia, mempunyai kepastian, 
ketertiban, dan perlindungan hu~um dimana hal tersebut membutuhkan suatu 
alat bukti tertulis yang sifatnya Autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjban, 
penetapan dan peristiwa hukum di bidang agraria atau pertanahan dibutuhkan 
akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewe01angan untuk 
melakukan suatu perbuatan yang ditentukan, berhubungan dengan hak atas 
tanah atau hak milik. (Peraturan Pemerintah No.24/2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah No.37 /1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat 
Akta Tanah,Pasal 1angka1). 
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Unttok meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung 
pelaksanaan reformasi birokrasi. maka sesuai amanat dalam: 

1. Undang-undang Administrasi pemerintahan No.30 Tahun 2014. UU 
tersebut untuk menciptakan hukum, mencegah teirjadinya penyalahgunaan 
wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, 
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur 
pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik.(AAUPB) 

2. Undang-Undang ke-Arsipan No.43/2009. Pasal 81. Menyatakan apabila 
dengan Sengaja menghilangkan Warkah ditu~tut selama 5 tahun. 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AAUPB, 
merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan penggunaan 
wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan kepu-tusan 
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana di 
Belanda dikenal deng-an Algemene Beginselen Van Behoorllijke Bestuura 
(ABBB), di Inggris dikenal dengan The Principal of Natural justice, sedangkan di 
Indonesia dikenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 
Dengan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.28/1999 Tentang 
Penyenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 
yaitu: 

1) Asas Kepastian Hukum, 

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara 
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyenggara Negara. 
Namun tindakan Aparatur Sipil Negara dikota Depok sebagaimana telah 
diuraikan diatas, telah nyata-nyata melanggar Asas Kepastian Hukum; 

2) Asas Keterbukaan, 

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tidak diskriminatif tentang penyenggaraan Negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia 
Negara. Namun tindakan Kepala Ka31tor Kecamatan Sawangan dan Kepala 
BPN yang tidak memberikan saloan A~ta )ual Beli dan Warkah/Buku Tanah 
yang telah secara nyata-nyata Terbuka Bago Pemohon bertentangan dengan 
Asas keterbukaan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Baik; 

3) Asas Profesionalitas, 

Yang dimaksud dengan "Asas Profesianalitas" adalah yang mengutamakan 
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Dalam Asas UU Administrasi Pemerintahan Mengedepankan dasar hukum 
dengan wajib menggunakan berdasarkan Perundang-undangan dan AAUPB 
serta dilarang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang oleh 
Aparatur Sipil Negara merupakan "Ke-Jahatan Jabatan". 

Tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat: 

a) Kepastian Hukum 

b) Kemanfaatan 

c) Ketidak-beg-pihakan 

d) Kecermatan 

e) Tidak menyalahgunakan kewenangan 
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t) Keterbukaan 

g) Kepentingan umum 

h) Pelayanan yang baik, dan Asas UU Administrasi Pemerintahan Legalitas 
Perlindungan HAM AAUPB. 

Yang Berdasarkan Pasal 7 & Pasal 22 UU No.14/2008 tentang KIP &Pasal 26 
PERKI No.1/2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik. khususnya ayat 
(1), PPID (Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumen-tasi) wajib memberikan 
pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban dari badan publik atas setiap 
permohonan informasi kepada pemohon. 

Pasal 52 UU No.14/2008, tentang Keterbukaan lnformasi Publik, berbunyi: 

"Perbuatan Aparatur Sipil Negara, yang menyembunyikan/tidak memberikan 
lnformasiyang di butuhkan oleh masyarakat, terancam Pidana". 

"Kejahatanjabatan merupakan kejahatanyang dilakukan dengan menggunakan 
sarana dan prasaranayang melekat denganjabatan seseorang". 

Spesifikasi kejahatan ini adalah seseorang harus mengemban jabatan tertentu 
yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan 
sarana jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan 
melakukan kejahatan jenis ini. 

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi 
eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang 
tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. Artinya pelaku kejahatan ini 
orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan 
demi kepentingan bangsa. 

Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia "Kejahatan 
Jabatan" diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. 

Pasal-Pasal tersebut telah diintrodusir dalam Undang Undang No.31/1999 yo 
Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(UUTPPK). Selain pasal tersebut, terdapat pasal lain yaitu Pasal 52 KUHP yang 
terkait dengan "Kejahatan Jabatan". 

II. Permasalahan. 

1. Berdasarkan atas persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut: 

A. Bukti yang ada, sebagai kaml ahli waris: 

1) Girik Asli. 

2) Membayar PBB asli 1970-1992. (Asli) 

3) tanah di kuasai serta di garap darl 1970-1993.{tiba digusur dengan 
intimidasi} 

4) Surat Keterangan Desa. Menyatakan tanah tersebut benar milik kami. 
1975. (Asli). 

5) Surat Gambar Situasi yang di keluarkan oleh BPN-Kabupaten Bogor 1975. 
(Asli). 

6) Surat Keterangan Desa. Menyatakan tanah tersebut benar mllik kami. 
1993. (Asli). 
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kepemilikannya. Tanpa adanya Transaksiyang sah. 

2) Bagaimana mungkin AJB itu terbit,di Camat selaku PPAT. Padahal Camat 
yang sangat paham dalam aturan pembuatan AJB. Jika saja 
dasar/Landasannya tidak di sertai oleh bukti-bukti Asli, bagaimana AJB 
bisa di tanda tangan, Padahal seluruh ah/i waris tidak pernah menanda 
tanganinya sebagai pemilik sah atas objek tanah itu. 

3) Jika Aparatur Sipil Negara, mendalilkan hilangnya A}B dan Warkah Buku 
Tanah. Di akibatkan oleh Pemekaran suatu Daerah. Kenapa yang hilang 
adalah A}B dan Warkah Buku Tanah yang sedang bermasalah atas Hak 
Miliknya. Bukankah Hak milik itu dilandaskan atas UUD'1945 dan 
Pancasila? 

4) Jika penerbitan SHM 640 & 641/Sawangan tanpa di landasi oleh HBukti­
Buk'ti yang sah dan otentik·. Berarti Pejabat BPN telah melalukan "Mal­
Administrasi• atas terbitnya Sertifikat tersebut Berarti Pejabat BPN 
harus bertanggung jawab atas hilang •ttak Milik seseorang akibat 
kelalaian atau Kesalahan pengendalian Wewenang oleh Pejabat yang 
Berkuasa•. 

III. Kerangka Teori Hukum. 

1. Pejabat lain yang dimaksud untuk melakukan pendaftaran tanah menurut 
peraturan Pasa/ 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No.37/1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimana diubah 
menjadi Peraturan Pemerintah No.24/2016, adalah Camat yang diangkat 
menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Camat yang ditunjuk 
menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang sedang 
melaksanakan atau mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membantu 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan perbuatan 
hukum membuat "Akta Otentik", berdasarkan atas Peraturan Menteri 
Agraria No.10/1961 tentang Penunjukkan Pejabat terdapat sesuai dalam 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah jo 
Peraturan Pemerintah No.24/1997 ttg Pendaftaran Tanah serta Hak dan 
Kewajibannya. 

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada para pihak dalam hal 
pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur 
dalam Pera tu ran Pemerintah No.37 /1998 yaitu: 

a) Kebenaran Akta Jual Beli yang dipertanggung-jawabkan disini adalah 
mengenai kebenaran apa yang sudah dimuat dalam akta jual beli 
tersebut seperti apakah dalam jual beli tersebut telah melakukan 
pelunasan; 

b) Objek dari perbuatan hukum tersebut seperti berupa data fisik objeknya 
tersebut a tau mengenal data yuridls objek tersebut 

c) Mengenai data tentang identitas para pihak harus sesual yang termuat 
dalam akta tersebut dengan para pihak yang telah melakukan perbuatan 
hukum sepertl jual Bell Tanah. 

Pasal 38 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan: 

Pasal 22 
yaitu: 
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"Akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak 
dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum 
ditandatangani seketika itujuga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT." 

Profesional PPAT sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
BPN No.112/KEP-4.l/ IV /2017 tgl 27 April 2017 tentang Peraturan Kode 
Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3. 

Dalam Akta PPAT (tanda tangan PPAT berada di tengah), dan adanya cap 
dari PPAT itu sendiri. Sedangkan salinan akta hanya ada tanda tangan asli 
PPAT saja tanpa adanya tanda tangan para pihak. Lembar satu yang 
disimpan PPAT tersebut menjadi bagian dari Arsip Negara. Minuta akta dan 
salinan akta adalah akta otentik karena keduanya dibuat di hadapan PPAT 
sebagai pejabat yang berwenang dan keduanya dianggap sebagai akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh Hakim di dalam 
ranah Peradilan. 

Pelanggaran dan Pemberhentian PPAT akan diperiksa lebih Ianjut oleh 
Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang akan menyelenggarakan sebuah 
sidang untuk memeriksa perkara mengenai kelalaian PPAT tersebut 

Menurut Dr. Endang Pandamdari S.H., CN.,M.H. Jual Beli merupakan 
perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Terang adalah 
pemindahan hak atas tanah tersebut harus didepan Kepala Adat/Desa atau 
didepan Pejabat yang bertanggungjawab mengenai keteraturan sehingga 
diketahui oleh um um. 

Tunai merupakan pemindahan hak atas tanah itu dilakukan secara serentak 
mengenai pembayaran harganya. 

Jual Beli Tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 
untuk selama-lamanya dan pada saat itu penjual menyerahkan tanah 
sedangkan pembeli membayar harga, disini ada kewajiban PPAT untuk 
mengecek keaslian dari sertipikat yang akan dijua/ tersebut, artinya Data 
Fisik dan Data Yuridisnya itu sama, maka PPAT baru dapat membuat Akta 
Jual Beli. 

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain 
serta beban-beban yang membebaninya. 

PP No.37 /1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat 
(1) menyebutkan PPAT bertugas pokok melaksanakan kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. 

2. ARSIP KANTOR PERTANAHAN. 

Jenis-jenis arsip yang disimpan antara lain: Arsip Warkah, Arsip Buku 
Tanah, Arsip Surat Ukur, Arsip Gambar Ukur, Peta Pendaftaran, Arsip Peta 
Tematik lainnya, arsip kepegawaian, arsip keuangan dll. 

1) Warkah : 
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d. Pendaftaran tanah pertama kali (penerbitan sertipikat pertama), 
adapun warkahnya antara lain berisi: Surat keputusan pemberian 
hak berikut risalah panitia, bukti kepemilikan atau penguasaaan, 
Copy KTP /KK dan keterangan pendukung lainnya 

e. Pcrubahan data pendaftaran tanah seperti kegiatan pendaftaran 
peralihan hak (arsipnya berisi seperti akta jual beli, akta Hibah, Surat 
Keterangan Warisan, copy PBB, Copy KTP/KK, SSB dsb), kegiatan 
pendaftaran hak tanggungan (arsipnya berisi seperti akta Hak 
Tanggungan, SKMHT dan data pendukung lainnya), kegiatan 
pendaftaran Roya, pemisahan -penggabungan bidang tanah dll. 

2) Buku Tanah: 

a. Buku Tanah adalah ada~ah dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah 
yang sudah ada haknya (Ps.1 angka 19 PP No.24 tahun 1997). 

b. Arsip Buku Tanah ini dapat digolongkan dalam pengertian arsip 
Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 
dasar bagi kelangsungan operaional pencipta arsip, tidak dapat 
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

c. Arsip Buku Tanah juga dapat digolongkan dalam pengertian arsip 
Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ 
atau terus menerus. 

3. Demikian juga dalam pelaksana Kepemilikan surat girik/tanah girik. Tanah 
Girik merupakan status ta-nah yang konversi haknya be/um terdaftar di BPN. 
Surat Girik bukanlah sertifikat kepemilikan tanah. Surat Girik hanya 
berfungsi membuktikan si pemilik memiliki kuasa dan sebagai orang yang 
membayar pajak atas tanah tersebut. 

Pentingnya Sertifikasi Tanah Girik Menurut UU Pokok Agraria dan PP 
No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, seluruh tanah yang belum 
memiliki sertifikat harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui 
Kantor Pertanahan setempat Konversi tersebut dapat berupa Hak Milik, 
Hak Guna Bangunan, a tau Hak Guna Usaha. 

Girik dapat dijadikan dasar untuk memohon hak atas tanah, karena pada 
dasarnya hukum pertanahan kita bersumber pada hukum tanah adat. Hal 
ini dapat dilihat pada Pasal 5 undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. 
Berikut langkah selanjutnya perlu dilakukan: 

1) Mintalah Girik asli dari si penjual, dan pastikan bahwa nama si penjual 
yang tercantum dalam Girik tersebut. Jika tidak, harus ada hubungan 
hukum antara si penjual dengan orang yang tercantum dalam girik 
tersebut. 

2) Pastikan objek tanah tersebut sama dengan yang dimaksud dalam girik, 
kemudian kuasai secara fislk dengan tanda batas yang jelas. 

3) Ajukan permohonan hak atas tanah tersebut langsung ke kantor BPN 
setempat, dengan tahapan yang secara garis besarnya sebagai berikut: 

a. Pengukuhan fisik tanah dilanjutkan dengan pembuatan Gambar 
situasi. 

b. Penelitian dan pembahasan Panitia A. 

c. Pengumuman atas permohonan tersebut. 

d. Penerbitan SK pemberian Hak. 

e. Pencetakan sertifikat tanah. 
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f. Total waktu yang dibutuhkan kurang Jebih 90 hari. 

g. Adapun_ biaya_ pemasukan ke kas negara sekitar 5 % x NJOP (Nilai 
Jual ObJek PaJak) x luas tanah, ditambah dengan dana operasional 
petugaslapangan. 

4. akibat hukum terhadap akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT 
mengandung suatu kecacatan hukum adalah akta jual beli tanah tersebut 
dapat dibataJkan. 

Artinya bahwa pemyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan 
dari pihak-pihak yang oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan 
untuk menuntut pembatalan seperti itu. 

Menurut peraturan perundang-undangan dan literatur, bahwa faktor-faktor 
yang melatar belakangi pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diikat 
dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT adalah: 

a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang 
untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi 
hukum; 

b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian; 

c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat; 

d. Pembatalan oleh pihak ketiga; 

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pembatalan perjanjian jual beli 
tanah yang diikat dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT dapat 
dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya 
perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 
1320 KUH Perdata; 

b. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya 
perjanjian, yaitu hal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH 
Perdata; 

c. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya 
perjanjian, yaitu sebab yang halal seba-gaimana diatur dalam pasal 1320 
KUH Perdata; 

d. Kebatalan karena hak membeli kembali objek dalam perjanjian jual beli; 

e. Kebatalan perjanjian karena menggunakan surat kuasa mutlak; 

f. Kebatalan dalam hal jual beli harta bersama; 

g. Kebatalan perjanjian jual beli; 

h. Kebatalan dalam hal keadaan darurat (noodtoestand); 

i. Kebatalan perjanjian mengenai hak atas tanah. 

Namun, bila dilihat dari kewenangan PPAT dalam membuat Akta Jual beli 
tanah, maka faktor-faktor pembatalan perjanjian jual beli tanah meskipun 
telah memiliki Akta Jual Beli Tanah dari PPAT harus memperhatikan hal­
hal: 

S. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melaw 
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujua 
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yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau penga­
baian kewajiban hukum dalam penyelengga'5"aan pelayanan yang dilakukan 
oleh penyelengaraan dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Indonesia, 
Undang-Undang No.37 /2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 
Pasal 1 ayat (3)). 

Menurut Dr. Cut Memi S.H., M.H. perbuatan Maladministrasi yang biasa 
dilakukan oleh PPAT, seperti dalam membuat akta waris tida'k melalui 
proseduryang benar, jadi bisa dikatakan mengaburkan silsilah keluarga 
yang benar. Kadangkala PPAT tidak membacakan isi akta kepada para pihak 
dan bersifat memihak untuk mendapatkan keuntungan yang /ebih. Sering 
juga, dalam ha~ penanda-taganan tidak dihadapan PPAT, padahal sudah ada 
pera-turan, yaitu dalam Pasal 22 PP No.37 /1998 tentang Peraturan Pejabat 
Pembuat A'kta Tanah yaitu akta yang dibuat PPAT harus dibacakan atau 
di§elaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang­
kurangnya dua orang saksi. Maladministrasi yang dilakukan oleh PPAT 
dalam kasus ini bisa HdipidanaH dan sudah past! Akta yang dibuat adalah 
Batal demi hukum. 

Menurut Dr. Dwi Andayani S.H., M.H. Pembatalan itu ada dua yaitu Batal 
Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan. Batal Demi Hukum adalah sejak semula 
perbuatan hukum itu tidak pernah dianggap ada atau tidak pernah terjadi, 
sedangkan Dapat Dibatalkan adalah perbuatan hukum itu berlaku hanya 
sampai tanggal dibatalkan, sehingga akibat-akibat yang timbul tetap sah 
sebelum diadakannya pembatalan. 

Perbuatan Maladministrasi secara umum adalah suatu perbuatan yang 
salah, tidak wajar, tidak pedllli terhadap masalah yang menimpa seseorang 
yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan 
kekuasaan secara semena-menaatau kekuasaan yang digunakan untuk 
perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau dis-kriminatif dan 
Q:idak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang­
undang atau fakta dan tidak melakukan suatu sesuai dengan prosedur yang 
berlaku atau diatur oleh Undang-Undang,serta tidak masuk akal dapat juga 
diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah yang buruk atau 
salah. 

Sependapat dengan Dr. Dwi Andayani S.H., M.H., Jenis-jenis Perbuatan 
Maladministrasi dapat berupa: 

1) Daad van Wil/ekeur yaitu perbuatan tanpa dasar hukum atau tindakan 
semena-mena, 

2) Turnamen depou voir yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang 
dimana seorang pejabat administrasi negara bertindak dan 
mengeluarkan suatu keputusan dengan menggunakan wewenang 
jabatannya untuk tujuan lain. 

3) Exces de pou voir yaitu tindakan melampaui kewenangan jabatannya. 
Menurut beliau salah satu penyebab Perbuatan Maladministrasi adalah 
"kelalaian akibat ketidak-pedulian terhadap wewenang yang telah 
diberikan kepadanya". 

JV. Kesimpulan. 

Saya selaku ahli Waris hanya memohon Keadilan karena dalam 
Negara telah Jelas ~ahwa hak Asasi dan Keadilan bagi seluruh warga 
dijamin oleh Negara. Saya hanya memohon agar "Kebenaran yan · 
bukti-bukti otentik dapat kembali kepada orang yang berhak a 
yang sah sesuai dengan aturan serta perundangan-undangan 
di Indonesia. Bukankah Negara ini berlandaskan atas fakta Huk 

Dipindai dengan CamScanner 



Alas pcrsoalan sayn yang adn saat lnl, ada bchcrnpa hal yung mcnjadl fokta­
fakta yang pcntlng: 

1) Jlka tcrjadl 'l'ransaksl AJU <ll Kccarnatan, scbagal PPAT yang bcnar, 
syarat-syarat proscdur menu rut pcrumlang-un<lan1~an ya I tu: 

a. Pcnjual mclnmplrkan buktl kcpcmlllkannya yaltu bcrupa: 

1. Glrilc Asll. 
2. KTP foto Copy, Kartu Kcluarga Foto Copy. 
3. Kwltansl Asll schagal buktl pcmbayaran yang bcrmctcral. 

h.Duktl PDD Asll. 

c. Surat Kctcrnngan tanah yang cllnyatakan olch ASN sctempat atas objek 
tanah tersebut. 

Jilca syarat-syarat untuk dllaksanakannya scbuah Akta Jual Dell yang sah 
tldak terpcnuhl. Maka Akta Jual Bell terscbut dapat di katakan Akta Jual Bell 
yang MALADMINISTRASI? 

2) Pcraturan Mcntcrl Agrarla No.10/1961 tentang Pcnunjukkan Pcjabat, 
clnlmn Pasal 19 Peraturan Pcmcrlntah No.10/1961 tcntang Pendaftaran 
Tanah. Perunclang-undangan Pemcrlntnh sudah jelas yang di peruntuk 
bagi Carnat clan BPN. Lantas mcngapa Pejabat Pcmcrlntah scndlri yang 
melanggar scmua Pcrundang-undangan yang di buatnya sendiri. Saya 
adalah Korban keputusan yang kesewenangan Pcjabat. Yang leblh di 
kenal "Kcjahatan ~abatan" yang di lakukan secara terstruktur, sistematis, 
masif (TSM). Scrta membuat saya menderlta bertahun-tahun lamanya 
dalam memperjuangkan Hak Mlllk yang di llndungi oleh Dasar Negara 
Indonesia. Serta membuat kaml semua mengalaml keruglan balk 
material dan non material??? 

3) Dokumen yang seharusnya merupakan Dokumen Negara. Seharusnya 
ada terslmpan dengan rapi. Sertlflkat Hak Mlllk 640 & 641/Sawangan 
seharusnya ado Warkah/Buku Tanah don Akta jual Beli berserta bukti· 
bukti lainnya. Seharusnya lengkap sebaga/-mana layaknya pada 
umumnya. Lalu kenapa dengan SHM 640 & 641/Sawangan yang tidak ada 
pemberkasannya?? Bukannya lnl terdapat kejanggal yang tak lazim pada 
umumnya 77!1 

Kesimpulan Termohon 

(3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampalkan keslmpulan tertulls tertanggal 
15 O~tober 2020 sebagal berlkut: 

I. Berdasarkan Surat Panggllan Sldang Surat Nomor: 035/T /PA/PSI/Kl· 
JBR/Vl/2020 tanggal: 30 Jun~ 2020 agenda Sldang Pemerlksaan Awai 
pada tanggal 8 Juli 2020, bertempat di Kantor Komlsi lnfomasl Provlnsi 
jawa Barat, pada Pernyataan Medlasl Reg No: 850 /K·F5 /PSI/Kl· 
JBR/V /2020 TermoRon telah berkordlnasl dengan bernota dinas pada 
tanggal 17 Juli 2020 kepada Kepala Seksl lnspratruktur dan Kepala Seksi 
Hubungan Hukum Pertanahan prlha~ Permohonan lnformasl terkait buku 
tanah, SU dan Warkah SHM No. 640 dan 641/ Sawangan, Depok. 

II. Berdasarkan Surat Panggilan Sldang Surat Nomor: 044/T /PA/PSI/Kl· 
JBR/Vll/2020 tanggal 29 Juli 2020 Pangllan Sidang pada tanggal 8 Ju~ i 
2020, bertempat di Kantor Komlsi lnfomasi Provins! Jawa Barat agenda 
Sidang Ajudlkasi Pembuktlan (SAP) Sengketa lnformasl Publik · : 
1850 /K·F5 /PSl/Kl·JBR/V /2020. Termohon belum dapat 
lnformasi yang di mohon oleh Pemohon sebagaimana pa 
Mediasi Reg No: 1850 /K·F5 /PSl/Kl·JBR/V /2020 
dimaksud untuk dibuktikan di persldangan. 
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[4.1] 

[4.2] 

IIl.Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: Res-048/T /PS/PSl/Kl­
JBR/Vlll/2020 tanggal 18 Agustus 2020 prihal Pemeriksaan Setempat 
dilaksanakan pada Hari/tanggal: Kamis, 13 Agustus 2020 Tempat: Kantor 
Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Bahwa telah hadir Majelis 
Komisi lnfomasi dan Timnya di Kantor Termohon untuk Pemeriksaan 
Setempat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dilanjut pada hari 
Jum'at tanggal 4 September 2020 di Kantor Diklat BPN RI JI. Ahmad Yani 
No. 24, Kota Bogor, Termohon telah menugaskan Tim Arsip untuk 
melaksanakan Pemeriksaan Lapang, disampaikan hal-hal sebagai berikut 
(sebagaimana Berita Acara terlampir). 

IV.Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: 053/T/SAP/PSl/KI­
JBR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Komisi 
lnfomasi Provinsi jawa Barat agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian Ke-2 
Sengketa lnformasi Publik Reg No: 1850 /K-F5 /PSl/KI-JBR/V /2020_ pada 
persidangan Termohon telah menyerahkan kepada Panitera Komisi 
lnformasi Bukti Termohon yang telah di dapat dari Kantor Pertanahan 
Kota Depok berupa Photo Copi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 640 dan 
641, dan menyerahkan hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan 
tanggal 4 - 9 - 2020. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Termohon telah 
menindaklanjuti perintah dari Majelis, yaitu: 

1. Akta Jual Beli (A]B) dengan No. 34/12/VI/1973 dan No.35/12/Vl/1973, 
tertanggal 29Maret1973; ( tidak ditemukan). 

2. Warkah Tanah (Buku Tanah) atas SHM No. 640/Sawangan dan SHM No. 
641/Sawangan; ( tidak ditemukan). 

3. Berdasarkan Pasal 187 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Bagian Kesepuluh 
Penyajian lnformasi Data Fisik dan Data Yuridis yaitu "lnformasi tertulis 
tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana 
dimaksud diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. 
(SKPT)". 

4. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan untuk mendapatkan Surat 
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

5. Bahwa objek tanah SHM Nomor 640 dan 641/Sawangan sekarang berada 
di Wilayah Administrasi Kota Depok 

4. PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai 
Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik sebagaimana diatur 
Pasal 35 ayat (1) huruf C, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junta Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan 
Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik (PPSIP). 
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1. Kcwenangan Komis! lnformasl Provins! Jawa Oarat untuk 
mcmcrlksa,mcmutus dan mcnJatuhkan putusan pcrmohonan a quo; 

2. Kedudukan hukum (legal standing) l'cmohonuntuk mcngajukan 
permohonan pcnyelcsalan scngkcta lnformasl publlk. 

3. Kcdudukan hukum (legal standing) Tcrmohon scbagal badan publlk dalam 
sengketa lnformasl publlk. 

4. Batas waktu pengajuan pcrmohonan pcnyclcsalan scngkcta lnformasl 
publlk. 

Terhadap keempat hal tcrscbut di atas, Majclls Komlsloncr 
mempertlmbangkan dan membcrlkan pendapat sebagal bcrlkut: 

A. Kewenangan Komlsl lnformasl Provins! Jawa Baral 

[4.3] Menlmbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, 
pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) 
UU KIP juncto Pasal 1 huruf 3 dan 6, dan Pasal 6 ayat (2) dan ( 4) PERKI 
tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komis! lnformasl berwcnang 
menyelesalkan Sengketa lnformasl Publlk melalul ajudlkasl. 

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesalan 
Sengketa lnformasl Publlk yang menyangkut penolakan atas permlntaan 
lnformasl berdasarkan alasan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 35 ayat (1) 
huruf c UU KIP, juncto Pasal 5 huruf b PERK! ten tang PPSIP. 

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uralan pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] 
Majells berpendapat bahwa Komis I lnformasl berwenang 
memeriksa,memutusdan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. 

[4.6] Menlmbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat 
(2) ayat (4) PERK! tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komis! 
Informasi Provins! berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik 
apabila permohonan penyelesalan Sengketa lnformasl Publlk menyangkut 
Badan Publik tlngkat Provlnsl atau menyangkut Badan Publik tingkat 
kabupaten/kota dalam ha! Komlsl lnformasi Kabupaten/Kota belum 
terbentuk. 

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan publlk Daerah di lingkungan 
Provinsi Jawa Barat sesual dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP. 

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan 
sebagaimana diuralkan pada Paragraf [4.7), Majelis Komisioner berpendapat 
bahwa sebagaimana diural~an di bagian kronologis pada Paragraf [2.2) 
sampai dengan Paragraf [2.10) sengketa a quo telah melalui tahapan prosedur 
yang benar mem.irut UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan 
permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian 
sengketa lnformasi publik ke Komlsi lnformasi Provins! Jawa Ba rat 

[4.9] 
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F3. Kedudukan Hu.Kum (lfflJaf 6tundlng) l'emohrm 

{4,l<JJ M!:nlmb<in~ biJh·11<J b1:nJa~:JrY..:Jn J';J~a l 1 any)'.;J 1£1 JJ!J~:JI '.35 <Jy:J t (1) huruf C, 
p~f;:31 30 ayat (1 ),J'az;;J ;~7 ;;yat (2) UIJ KIP jtmcl/J J'a:wl 1 atJp,Y.a H, P:Jtial '.30 
ayat (1) huruf rJ, Pat;al 30 ayat (Z) PimJturan f{r)m fol lnform<J~ I Nom<Jr 1 
tah 1m 2<Jl0 11.:nt;Jnp, 5tandar L:JyaniJn lr1form:J;-;I J,1Jbl1Y. (l'l!HKI ttmt:JnP, ~LIP) 
jl)nCttJ P~;:;:; J 1 any}.<J 6,JJa~rJI f; :qat (1.) d::m ay:Jt {ZJ, l':J:i:J) 7 rJ;m pasal n 
f'ERKf tt.mtan~ PP!>IJJ yang rmfa f)()KtJY.nya l'emohon rncrup:Jk;m Ycmoh()n 
lnforrM~l Pvbll.k yang U:l:Jh mcnyJJJUYJJn wmnohonan penyclc1;ulan 
~~ng%~ lnforrm»I PubJIY. Y.1:pada Kt>mlsl lnforma;;I Provln lil Jawa 13:.mit 
:;i:v:Jah terJebJh dahulu menempuh upaya kebi:rat::Jn kepad:.i 'fcrmohon. 

[4.11) Mimimb~m~ bahwa berd;jt1arv.a11 fakta f11;rmohtm:.rn: 

1. Pad.a tanwJ 13 Maret 2020 Pemohon men~aJuJwn Surat Pcrmlntaan 
Jnforrna~l Publl.k kt:pada Kepala Hacfan Pintarwhan Nasional J{,:Jbupatcn 
Bow)r Wrtangv~I 13 Maret 2020 yang dJterlma t:anggal H Maret 2020 
bi:rup:J: 

Jnfromat1 d.an mc:mohrm Akw Ju:;J Hell d<:ngan nomor 34/12/Vl/1973 
dan mmor 3!5/12/l/l/19n, tt.:rtanggal 29 Maret 1.973 :ierta Wark:.lh 
'fanah at.a~ SHM Jiumw 64-<J/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan. 

2, Pa.da tan7~I 31 IA<m:t: 2020 Pemoh<>n mens_y'Jjuk:.in Surat Kcbcratan 
~.epa~ Kc:pala 13ad:,m Pertanahan Na~lonal Kabupaten Bogar tcrtanggal 
31 Mar1:t 2020 yang dJt:erltWJ tanwl 2 April 2020, 

3, Pa.<!a tanf,)l~ I 20 Mel 2020 Pemohon mcngaJukan Pcrmohonan 
Pt:ny1;J~alan Sen/')';1:ta lnformat:il iwpada Komis! lnformasl Provins! f awa 
13-arat mel.alul datang fang~ung. 

(4.12] Mt:nJmbang bahwa berda~arbm uralan pada Parawaf [4.10] dan Paragraf 
{4.11] tt:r.:.:1;but MaJeltz berpendapat bahwa pemohon mcmcnuhl syarat 
Y-1:4!.J.d!JY..an twh.um (1'19<1/ 5tondlng), ~elanJutnya maJells akan 
mt:mp1:rt1mban;9-.an poY;1Jk permohonan, 

(;. Yihcfoduk..an Hukum (l,,eguf Standing) Tf:rmohon 

[4,13J 

J4;34J 

4J;:JJ 

JAt:nfmbarig bah'11a v.eduduY.an hukum (legal 5tondlng) Hadan Pcrtanahan 
H~:f;i<Jn.:;J ~':lnYJ3 I Termohon peny1:let:ia lJJn S'mgkct:a lnformatsl Publlk dalarn 
:t:n~cta a qutJ t;t:1:iUnY,Y,uhnya tJ:Jah dlural1'JJn dan dlpertlmbangkan pada 
bn).an Y.l:'ll':Wnl'~fl K<Jmhl lnforma~I Provlm;I Jawa Harat, paragraf (4.3) 
~mp~J t.ienwm p:uaYf:Jf {4.9J, P':rtlmbanvJn ter~cbut mutatls mutandls 
h~rnY,,u d.:ifalm meng1Jra1v..,:m dan mempertlmbany)'.an kcdudukan hukum 
'J''.!rmtJfl-tm ~f:bal'}Jlmar1.a dlmakzud pada baglan lnL 

M~:n1mbang bah·11.:J berda~arv.an p:;ira~raf (4.13) di ataB, Ma Jells berpcndapat 
'J't:r1r1t;htHl rn.1:111t:nutil t;yarat r.1:dudur.an hukum (legal standing} scbagal 
'1'1mn<Jhmi 1.fala.m penyel<:~alan :enl'}.eta a quo. 

M1:nfrnb~ni p:J~~I l anr,Y.a 3 UJJ KIP juncto pa~a l 3 PEHKI tentang SLIP Jtmcto 
p-4~:.il 1 :m;l}..a 2, <fan a11?)'.a l ;rnp)'.a B PP.RKI umt:Jng PPSIP yang pada 
p9~0hiy:,;. 1JJ':fJ1')1.tur h1.1hwa l':mbay;i d~.~ekutlf adalah badan publlk 
t': >~ ?Jil rmma d!:i.Wr cfaJ;Jm IJIJ KIP, 
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1. P~kt;;J hukum dan d;i f 11-<falll fH:rmr,h()n!Jn pt·m()bon yan~ tfd.ak dlbantoh 
<Jlch Tc:rm(Jhrm, hm:nanya fakt<.t hokum tuctbut rm:nJadl hukum bagj 
Pc:mfJhon d<in Tr::rm<ihon r;chln~v;1 hal wreebut tldak bl~a dlbuh!Y..an 
lav,l,y<iltu: 

a. Jlcmohon Lelah mtnp,ajukan p<:rmohrman lnforrn:li i publik 
t~tnap,,1 lmana dluralk;rn dalam Duduk J'e:r¥;Jra; 

h. l'tmohon Wlah mcncmpuh upaya keberatan ¥.epada ata~an 
Tcrmohcm nt ba~~almana dlural¥.an dalarn Duduk Perv.ara; 

c. Pemohon tldak mempcroll!h tanggapan ata!l kcberatan yang 
dl f!a mp:Jl¥.an iitbap;Jlmana dluralkan dalam Duduk Perkara; 

2. Bilhwa rH:laln fokt<J hukum atau hal-hal yang dlakul para plhak, dalam 
pernldangan jup;J tJ.:rdapat fakta hukum atau hal-hal yang rntnjadl pol-'.ck 
pcr:wlltilhan, yaltu ala!lan pcnolakan pcrmohonan lnforrnasl publik; 

[4.17J Menlmhang bahwa Pcmohon dan Tcrmohon tclah gaga! mencapal 
ktiw pakawn dalam mcdlafil ricbagalmana tcrtuang dalam Pernyataan 
M1:dlaril Gagal tcrranggal 28 Juli 2020 schlngga eengketa a quo dlselesalkan 
m<:lalul prn:ic:; Ajudl¥.ar;l Nonlltlga!.ll scbagalmana dlatur dalam Pasal 42 UU 
KIP juncuJ Pa:sal 49 ayat (2) PcrKI tcntang PPSIP. 

Pcndapat Majclls 

(4.10) Mcnlmbang bahwa tcrhadap hal-hal yang mcnjadl pokok pcrsellslhan hukum 
di atafJ, Maj<:lls akan member! pcrtlmbangan dan pcnllaian hukum sebagal 
bcrlkut: 

[4.19) Mcnlmbang bahwa lnformasl yang dlmohonft..an adalah: Akta Jual Bell dcngan 
nomor 34/12/Vl/1973 dan nomor 35/12/Vl/1973, tcrtanggal 29Maret1973 
ricrta Warkah TamJh atan SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 
641/Sawangan, dengan tujuan lngln mcngetahul scjarah kcpcmlllft..annya, 
mcnglnJyit J>cmohon mcnganggap kcpcmlllkan darl pcmohon scbagl ahli 
warln tanah tclah berallh kcpada plhak lain tan pa transaksl jual bell. 

[4.20] Mcnlmhang kctcrangan tcrtulls Pemohon tcrtanggal 8 Oktobcr 2020 yang 
mcnyatakan bahwa pcmohon sclaku ahll Warls hanya mcmohon Keadilan 
karcna dalam dasar Negara tclah Jclas bahwa hak Asasl dan Keadilan bagi 
ucluruh warga n<:gara dljamln olch Negara. Pemohon memohon agar 
HKcbcnaran yang dllandasl buktl-buktl otcntlk dapat kcmball kcpada orang 
yang bcrhak atas pcmlllkan yang sah sesual dengan aturan serta 
pcrundangan-undangan yang bcrlaku di Indonesia. 

[4.21] McnlmbanJ~ Undang-undang Admlnlstrasl pcmcrlntahan No. 30 Tahun 2014. 
Bahwa IJIJ tcrncbut untuk m<:nclptakan hukum, mcncegah terjadlnya 
pcnyalahgunaan w<:wenang, menjamln akuntabllltas badan dan atau pcjabat 
pcrncrlntah, mcmbcrlkan pcrllndungan hukum kcpada masyarakat dan 
aparatur pemt:rlntah ticrta mcncrapkan asas-asas umum pcmcrlntahan yang 
balk. (AAIJPB) 

[4.22) Menlmbang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcmbcntulr..an 
Oacrah-dacrah Kabupaten Dalam Llngkungan Oacrah Proplnsl Jawa Barat, 
dlmana D<:pok adalah mcrupakan baglan darl kabupatcn bogor. 

14.2'.i) 
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[4.24] 

[4.25] 

[4.26] 

[4.27] 

[4.28J 

[4.29J 

[4.30] 

Menimbang keteran~an tertu!is termohon tertanggal 15 Oktober 2020 yang 
menyatakan bahwa mformas1 Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/Vl/1973 
dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warlr.ah Tanah 
a~as SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan tidak 
d1ketemukan. 

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan pemohon termasuk 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU No 14 tahun 2008 yang 
menyatakan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajuY....an 
keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan 
informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimalr.sud dalam 
Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan 
informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya 
permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. 
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang­
Undang ini. 

Menimbang Pasal 5 Peraturan Komisi lnformasi no 1 tentang Penyeles.i ian 
Sengketa lnformasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: 
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan 
oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas 
keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam janglr.a waktu 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 
Menimbang pasal 45 ayat 1, 2, dan 3 Perki No. 2 Tahun 2010 tentang PPSJP 
yang menyatakan: 

(1) Dalam hal sidang ajudikasi dilakukan karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 42 a Majelis komisioner melakukan penilaian 
terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan uji konsekuensi yang 
dikecualikan. 

(2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk 
informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dapat dilanjutkan untuk 
melakukan uji kepentingan pub~ik jika dianggap perlu. 

(3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuY..an 
untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang Jebih besar untuk 
membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbuY..aan lnformasi 
Publik; 

Menimbang Pargraf [4.23] dan paragraf [4.28) Majelis tidak menemukan 
alasan Pengecualian berdasarkan uji konsekuensi 

Menimbang Pasal 35 ayat (3) Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 jo 
Pasal 192 ayat (3) Permen Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan, petikan, salinan atau 
rekaman warkah hak atas tanah yang ada di kantor pertanahan hanya dapat 
diberikan kepada pemohon yang ada hubungan hukum dengan tanah yang 

dimohon (pemilik sertipikat/pemegang hak atau ahli warisnya) atau kepada 

instansi pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya; ;.~ 

\'.! ~ OR/~ 
Menimbang paragraf [4.28] setelah memeriksa dokumen pemoh, ~~. 

h b fl~fl~/:.T \ -•\ menemukan bahwa pemohon adalab orang yang punya u uf~1 k_~~ ~I 

dengan tanah dimaksud ~: ~If::.- ~ 
"'°' ~-... (~ ¥ 
-~ ~ -c :0.':" ~- ,,> , 

::::.VJJ,'f? -1~:~· 
Putusan 1080/PTSN-MK. MA/KJ-JBR./X/WlO Ha!arrran 
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f ~J 1] Mc11l111hn11g Pnsal 1'1· uy11t (2) Pornturn11 JHJH11!rlntuli JO Nu. 1.4 'J'tJIJun 1997 
yang 111c11yatnka11 

Kcglal'a11 pcngukura11 da11 pc1t1ctua11 11ebt1p,al111una dlmakuud p;H.fo uyat (1) 
mcllpull: 

a. pcmbuatan pcta da~ar p<l11dn ft:arun; 

h. pcnctapan batas htda11g-hh.lanB turwh; 

c. pcngukuran da11 pcrnctaan hldanp,-btdang turwh dan pcmbuatan r eta 
pcndaftaran; 

cl. pcmhuntan daftnr t:anah; 

c. pcmbuatan surat ukur. 

[4.32) Mcnlmhang Pasal 23 Pcraturan pcmcrlntah HI No. 24 Tuhun 1997 yi.wg 
mcnyatalrnn 

Untuk kcpcrluan pendaftaran hak: 

a. hak atas tanah baru dlbukttkan dcngan: 

1) penctapan pcmbcrlan hak dart Pajabat yang bcrwcnang mcmbcrJkan 
lrnk yang bcrsangkutan mcnurut kctcntuan yang bcrJaku apablla 
pcmbcrlan hak tcrscbut bcrasal dart tanah Negara atau tanah hak 
pcngelolaan; 

2) asll akta PPAT yang mcmuat pcmbcrlan hak tcrscbut olch pcmcgang 
hak mlllk kcpada pcncrlma hak yang bcrsangkutan apablla mcngcnal 
hak guna bangunan dan hak pakal atas tanah hak mlllk; 

b. hak pengclolaan dlbiiktlkan dcngan pcnctapan pcmbcrlan hak 
pengelolaan oleh Pcjabat yang bcrwenang; 

c. tanah wakaf dlbuktlkan dcngan akta tkrar wakaf; 

d. hak mlllk atas satuan rumah susun dlbuktlkan dengan akta pemlsahan; 

c. pemberlan hak tanggungan dlbuktlkan dengan akta pcmbcrlan hak 
tanggungan. 

[4.33] Menlmbang Pasal 24 ayat (1) Pcraturan pcmcrlntah RI No. 24 Tahun 1997 
yang menyatakan Untuk kcpcrluan pcndaftaran hak, hak atas tanah yang 
berasal darl konversl hak-hak lama dlbuktlkan dcngan alat-alat buktl 
mengenal adanya hak tcrsebut berupa buktl-buktl tcrtulls, kctcrangan saksl 
dan atau pernyataan yang bcrsangkutan yang kadar kebcnarannya oleh 
Panltla Ajudlkasl dalam pendaftaran tanah sccara slstematlk a tau olch Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pcndaftaran tanah sccara sporadlk, dlanggap cukup 
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak plhak lain yang 
membebanlnya. 

[4.34] Menlmbang dalam pemerlksaan setcmpat pada harl Kamls, tanggal 27 
Agustus 2020 bertcmpat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Bogor, Termohon membcrlkan kctcrangan yang pada pokoknya menyatalr.an 
bahwa: Termohon mendapatkan foto copy Buku Tanah Hak Mlllk Nomor 
640/Sawangan daal 641/Sawangan sebagai dasar pcnelusuran leblh lanjut 
warkah penerbltan sertlfikat. 

[4.35] Menimbang keterangan Termohon pada saat persldangan tanggal 23 
September 2020 Termohon mcnyampalkan kctcrangan yang pada pokokn ~ 
menyatakan Termohon mendapatkan Poto Copy Buku Tanah ; \ ' 'k~ 
Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan darl BPN Kota Dcpok. .. '":' 1. , . 1 ~ ..,(JI 

0 [ ~~ ' ~ ~ 
!t: \':/1~<. . ·f& * * .. ~, ~- J... 

~ >.t1t,.7£:<~ I i{J, 
Ot,,, ,;:;r..~ <Q'i' I 

71'18 / J~llP. / 
Putusan 1080/PTSN-MK. MA/Kl·JBR/X/2020 Halaman ~ ~ 
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[4.36] Menimbang Pemohon dalam memberikan bukti tertulis kedudukan Pemohon 
sebagai ahli waris dari Emmie Abednego (Tjan Eng Moy). 

[4.37] Menimbang Akta jual Beli dengan nomor 34/12/Vl/1973 dan nomor 
35/12/Vl/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM 
Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan berupa kertas yang 
berumur tua dan rapuh, sehingga ketika digandakan atau dikopi 
dikhawatirkan kertasnya mudah robek dan tulisannya buram atau tidak 
terbaca. 

[4.38] Menimbang Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil 
pemeriksaan setempat dan telah melakukan uji kepentingan terhadap 
dokumen yang dimaksud, dan berpendapat bahwa: 

1. Akta )ual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 
35/12/Vl/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas 
SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan adalah 
dokumen publik yang terbuka namun mengandung informasi yang 
dikecualikan yaitu mengenai rahasia pribadi yang dapat mengungkap 
aset seseorang. 

2. Pemohon, yang merupakan pewaris tanah yang tercantum dalam 
letter C 1074, berkepentingan untuk melihat dan meminta salinan 
dokumen yang dimaksud sebagai bahan penelusuran kepemilikan, 
transaksi jual beli, dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung 
dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan. 

3. Penggandaan dokumen harus memperhatikan kondisi kertasnya yang 
rapuh dan tulisannya yang mungkin tidak terbaca. 

[4.39) Menimbang pasal 7 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi: "(1) Badan Publik wajib 
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan lnformasi Publik yang 
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon lnformasi Publik, selain 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib 
menyediakan lnformasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola lnformasi Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat diakses dengan mudah. 

[4.40) Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: HSetiap lnformasi Publik 
harus dapat diperoleh setiap Pemohon lnformasi Publik dengan cepat dan 
tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana". 

[4.41] Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi 
dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP 
juncto Pasal 27 PERK! tentang SLIP. 

[4.42) Menimbang Pasal 46 PERK! tentang PPSIP. 

[4.43) Menimbang Pasal 52 ayat (1) huruf b PERK! ten tang PPSIP. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner 
berkesimpulan: 

[5.1) Komisi lnformasi jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara a quo; 

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 
permohonan dalam perkara a quo; 

[5.3] Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang terb 
mengandung bagian-bagian yang dikecualikan 
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6. A~tAR PlITUS...\S 

{ :.:} ~kt \\ lt.\k.m ll..thw.1 A.<ta l !JI Sc.i d~:ipn r. m r 34/ 1- -1 / 19 i 3 d:!n namer 
:~S/l- "l/ li:? i .•. t\'rt~lt\..~~11 _9 M.tret 1973 s!?rlJ Wark.ih Tan.:sh atas SHM r-;omo:­
t\~ l/~lWJnpn d.m SHM ~ m r 641/ SJ\,""Jnban merup..ik:Jn informasi yang 
ttbuk~\. n.u·,un n~('~-anduns bJ.~;:.m·b.agian y-an.g dikei.'"llalilon yaitu b~r!aitan 
~~t\~.m r.th.isia prib.ldi ~'"Jn£ d:ip.1t men:sun~bp asct sesror.rng_ 

{{ :~1 M~t\~-.tt:1k~m b.Jh\\"""J sec uruh ~ian padl Aktl Jual Seli dengan norr.or 
'3~/ 14\'l/ 19i3 d:rn n m r JS/1 - 'l/1973. tertan~"T.al _9 !-faret 19i3 serta 
\\'.trk.ih "t;rnlh at.is SHM N m r !HO ~ wa~"Jn dan SHM N mor 641 / Sa,-.-angan 
h:.m~-.1 d~tpat diakses olcl\ pihlk·p.iha.k png ~rk"J itan atau berkepentingan 
U('llg~ln t.mah ten.'t'b.ut at.iu p.ihik png herwenang. 

(6Al M('tn('rint:1hk.-:.m T~rnPh n untuk mernberik:m d i-.LJmen Foto Copy Buk'1J Tanah 
SHM N~m 'r 6~0 d:.m SHM Nom r 641 png te ah d il ~-alisir KepadJ pemohon 
St'b~li ahli w-aris dari Alm. 1};.!n Eng Moy. 

[6..5] Mem~rint.Jhk-.i.n Tl°'rm '1. n unt'Jk mem~ribn SJ.lin:m berios dok"Umen da.lam 
w.lk""tU sd.Jmb.Jt-llmrotnp H (empat ~Js} hlri kerja sejak putusan ini 
ditt>rinu ll'h T em\ h n. 

[6-6] Mene-tap.~.ln biJ~-.i ~n.._~"'lndlln d-.:k°'Jmen informasi dibeb.mk:an kepada 
Pt"m h n. 

Oemiki.m diputus.kln dlbm r.Jplt Penn~spwJr.itJ.n ~!lj el is !\omisioner y:iitu ljang Fais::.l 
sdaku l\etua mc.>l'"Jn!;k-..tp An..~ t:i.. Oc!'di DnlrnuWJn. dJ:-t Husni FJ.rhJni ~,ubarok masing· 
nusirlg Sl'h~g-.ii :in~ ta. p.ldJ hlri Se lSl. tin~! 20 Oi..'taher 2020. dJ.n diucap.kan dalam 
S td.;~ terbub untuk umum p.1~.J h.:ui Sebs:a.. tingp.I 20 Oi.."tO~r 2020 dengan didlmpingi 
ul~h U. Mlm:rn Supanuan ~~blgai Perug:is !\epJnit"er.lln sero dihadiri oleh Pemohon d:m 
Temiohon. 

{ljlng Flisal} 

An.gg o MJjelis An.~ou Mlfclis 

Ttd 

(O~I OhlrmJ\\'Jn) (Husn f J.rhlni Muh:trok.) 

nd 

(U-M.11Nn Su~rnu.n) 
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Cntnt1111: 

Untuk 111111111111 putu:w11 rm h 1far1 tw111wl dt oy;Jn atil lr1y<J r.Jlumuwr,;10 Y.1:p;;d:.; 
lllllfiYfl l'lllrn tll<mlnw11'1wn kopada lJ11d;111p, .. rJndu11~ lloJ 4 '/':JJwn 2f)():J tJ..:1Jt:Jn;1, 
Ko 1 orh11l~na11 l11fonrnwl l'ul>llk rJan pa;mf 61 uy1.i t (GJ cJurJ JJ!it (IJJ 11tmwr<JrJ Y,l;mhl 
lnfom1:1:;l Nonior 2 u1h1m 2010 W11L;in~ l'ro:wcJur J1miy1;J1~~w 1~m :.forw)t);t:J lnf1;m1~::.1 
Puhllk. 
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